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MENTERI KEUANGAN
REFTJBLIK INDONESIA

PERATuRAN lfitkl$til, *r,rot"ot
NOMOR 89lPvtK.|zl2008

TENTANG

SUBSIDI BIAYA PERAWATAN BERAS DAN SUBSIDI PANGAN

PROGRAM BERAS UNTUKKELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2OO8

MENTER] KEUANGAN,

: a. bahwa berdasarkan Instouksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan

Perberasan, Pemsahaan Umum (Per-um) BULOG diberikan penugasan oleh

Pemer in tahu r r tukme laksanakanpenge lo laanpersed iaaod is t r i bus i ,dan
pengendalian harga beras melalui pengamanan stok beras, pengamantt ll*- q"

iuud', t 
"ru" 

da. plnyalurannya ter.masuk Program .Beras Untuk Keluarga Miskin

(RASKIN), serta stabilisasi harga gabah/ betas;

b. bahwa berclasarkan peltimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a' perlu

menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Subsidi Biaya Perawatan Belas

Dan Sulsidi Pangan Program Beras Unruk Keluarga Mskin (RASKIITI) Tahun 2008;

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangal Negara (Lem-baran

Negara"Republif, Irdonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tarnbahan Lembar.an Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003' tentang

(Lembalan Negara Republik Indonesia Tahun

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara" Republii Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomo:r: 4355);

4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

i""tt** ]a-i Keuangun Negala (Lembaran Negara. Republik Indonesia-Tahun

iOOf,tfo;or. eO, fambahin Lem6aran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran PT*piFi oT

Belanja" Negala"Tuhun Angguran 200B, (Lembaran Negara Republik lndonesia

fahun zOOltttomor 133, Taiibahan Lembaran Negara.Republik Indo:resia Nornor

4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 rahul liuo

1l-"*t urrri Negara Republik Indoiesia Tahun Z0Og Nomor 63' Tambahan

iumbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 48t18);

6. Pelatulan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum
" 

ip;;d;iJioe fl.embar.an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8)

J"Uului*urru telad diubah dengir Pelatulan-f::-",ti"d Nomor 61 Tahun 2003

(Leribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor'142);

7. Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian' Pengurusan'
' 

P;;g;;;r"", Dan Pembubalan Badan Usaha Milik Nesara (Lembaran Negata

Republik Indonesia Tahun ZOOi NomoL f fZ' Tambahan l-'embaran Negara Republik

Inionesia Nomor 4556);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaPolan Keuangan,Dan

Kite{a Instansi p.-".ir,t-"ft-if-"*ftaran-Neg1r1 nepitttit indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

Badan Usaha Milik Negara
2003 Nomor 70. Tarirbahan
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9. Keputusan Presidm Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Felaksanaan

Anggaran Pmdapatan Dan Belanja Negala (Lernbaran Negara Republik In{gnesia

fanun zOOZ Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4212) sebagaimana teiah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72Tahrn2004

(Lembaran Negara Republik hdonesia Tahun 2004 Nomor 92,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

10. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahtrn 2005;

11. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008;

12. peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2005 tentang Pengeloiaan Bagian

Anggaran Pembiayaan Dan Pelhitungan;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 /PMK.06:/2005 tentang sistem Akuntansi

Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusaf

14. Peraturan Menteli Keuangan Nomor 734/PMK'06/2005 tentang Pedoman

Pembayaran Daiarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor "I3l /PMrK'11' / 2006 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Departemen Kurrut gut't sebagaimana telah diubah dengan Peratulan

Menteri Keuangan Nomot 54 /PMK.0L 12007;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomoi 80/PMK'05/2007 tentang lgtt"jq-- 
P"rlyrr"l-"r, Dan Penelaah#Rencana Ke{a Dan Anggaran Ker-nenterian Negara/

Lembagu, Dan Penyusunan, Penelaahary Pengesahan Dan Pelaksanaan Daftar Isian

Pelaksa'naan Anggaran Tahun 2008;

17. Peratulan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK 05/2007 tentangT,atla CSri PTcailan

Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas

U mum Negara;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor T1/PMK.05 / 20a7 tentang Bagan Akun

Standar';

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KTiUANGAN TENTANG SUBSIDI BIAYA PERAWATAN

BERAS DAN SUBSIDI PANGAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN

(RASKINI) TAHUN 2008.

BAB ]

PENUGASAN PEMERINTAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

Pasal 1

Dalam rangka pengamanan ketahanan pangan' Petusahaan Umum (Pemm) BULOG

arfr"tif."" p"""g*il otet-, penl"r'intuf' untui melaksanakan pengelolaan persediaan'

;;ilti, 
' 

dari pengendaLia.t harga beras' melalui pensamanan stok beras'

pengamanan harga dasar belas dan penyalurannya termu"'lliPtogt am Beras Unhrk

keliareu Nlistit [nnsfnv;, serta stabilisasi h atga gabah/beras'
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Pasal2

Dalam rangka pelaksanaan Penugasan Pemedntah berdasalkan Peratuian

Menteri Keuangan ini, Perusahaan Umum (Perum) BULOG menyusun Mdsfer

Budget untttk ditetapkan dalam Rencana Keria dan Anggaran Perusahaan'

Setiap perubahan dalam Master BLLdget Petusahaan Umum (Perum) BULOG

sebagaimana dirrraksud pada ayat (2), wailb terlebih dahulu mendapatkan

rekoirendasi dar{ Menteri Keuangan sebelum perubahan tersebut ditetapkan

dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum (Perum) BULOG'

Pasal 3

Untuk keperluan operasional pelaksanaan penugasan ?-emerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, Perusahaan Umum (Perum) BULOG dapat mengajukan

kredit pelbalkan kepada bank umum milik negara dan/atau bank devisa'

Perusahaan Umum (Perum) BULOG dapat mengajukan permohonan kepada

Menteri Keuangan untuk mendapatkan f aminan terhadap kredit pelbankan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permohonan sebagaimana climaksud pada ayat (2) harus dilampili Masfe r-Budgel

Perusahaan Umuin (Perum) BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai bahan evaluasi bagi Menteri I(euangan'

Besaran kredit perbankan yang dijamin oleh Pemelintah didasarkan pada hasil

evauasi atas Aiaster Budgei Pu=tosahuutt Umum (Perum) BULOG sebagairnana

dilnaksud pada ayat (3).

BAB II

HARGA PEMBELIAN BERAS

. Pasal4

Harga Pembeiian Beras oleh Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum)

BULbG ditetapkan sebesar Rp4-700 per Kg'

Harsa Pembelian Beras sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan.sebagai

;;^hJ;;;;r,t"tut t,ut:gu p"njualan beras oleh Pemsahaan Umum (Perum)

BULOG.

' Pasal5

Hasil peniualan belas tidak boleh cligunakan untuk tuiuan apapun dan wajib

disetoi pada bank Pemberi kredit'

Penyetoran oleh Perusahaan Umum (Perum) BI{LOG, kepada bank pemberi

i.*iii 
"Jrg"i"."ta 

dimaksucl puaa ayut ir; diperhihrngkan sebagai pembayaran

kredit Perusahaan Umum (l'erum; BUIOC pada bank pemberi kredit'

(1)

(2\

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB III

SUBSIDI BIAYA PERAWATAN BERAS

Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan penugasan Pemerlntah sebagaimana dirrnksud_ dalam
Pasal 1, Pemerintah mengalokasikan dana Subsidi Biaya Perawatan Beras kepada
Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun2008sebesarRp300.000.000.000,00(Tiga1atusmi1ia1rupiah).

BAB IV

SUBSIDI PANGAN PROCRAM RASKIN

pasal 7

Perusahaan Umum (Perum) BULOG melakukan pengadaan beras RASKIN

sejurrrlah 2.67 4.OOO ton.

I(uarrtum penyaluran RASKIN sebanyak 2 674-000 ton sebagairnana dimaksud

pada ayai (1) dllaksanakan melaiui 2 (dua) tahap, yang diperhitungkan

berdasarkan asumsi:

a.  Tahap I :
1) durasi penyalulan RASKIN selama 2 bulan;

2) jumlah Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin

manfaat RASKIN sebanyak 19.100 000 KK

(1)

(2)

(KK'RTM) penerirna

(3)

3) alokasi RASKIN per KK - RTM sebanyak 10 Kg/RTM per bulan; dan

' 4) harga jual sebesar Rp.1.600,00 per Kg neto di titik distribusi'

b.  Tahap I I :

. 1) durasi penyaluran RASKiN selama 8 bulan;

2) jumlah KK-RTM penerirna manfaat RASKIN sebanyak 19'100'000 KK;

3) alokasi RASKIN per KK - RTM sebanyak 15 Kg,rRTM per bulan; dan

4) harga jual sebesal Rp'1.600,00 per Kg neto di titik distribusi

Dalam langka penyelenggalaan Proglam RASKIN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). PJneliatah m"iJtupku.t tarif Subsidi Pangan Program RASKIN sebesar

fipe.iOti,OO per Kg, yang diperoleh dari sejisih antara Halga Pembelian Beras oleh

Pemerintah sebutluinpi.zO-O,OO per Kg sebagailnana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) dengan harga juil beras RASKIN sebesar Rp1'600,00 pel Kg sebagaimana

dirnaksud pada aYat (2)

Dengan rnempelhitungkan kuanturn rencana penyaltuan RASKIN sebanyak

2.67i.000 ton 
-sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) dan tarif Subsidi Pangan

Plogram RASKIN febesar Rp3.100.00 per Kg sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), "maka Pemerintah -engalokasikan dana Subsidi Pangan Proglam RASKIN

iJi^* atggu.an Pendap-atan dan Belanja Negara Tahun 2008 sebesar

Rp8.289.+00]000.000,00 (Deiapan triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar

empat ratus juta ruPiah).

(4)
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BAB V

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PEMBAYARAN
SUBSIDI BIAYA PERAWATAN BERAS DAN SUBSIDI PANGAN PROGRAM RASKIN

Pasal 8

(1) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perr'rmahan Rakya!

Kementerian l(oordinator Bidang Kesejahtelaan Rakyat ditetapkan sebagai_Kuasa
Pengguna Anggar.an untuk keper'luan Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi

Pangan Program RASKIN.

(2) Direktur Jenderal Anggalan menyampaikan pemberitahuan tertuiis pagu Subsidi

Biaya perawatan Ber-ai dan subsidi pangan Program RASKIN kepada Deputi

Bidang Koordinasi Perlindungan sosiatr dan Ferumahan Rakyat, Kementerian

Koordinator Bidang Kesejal'rteraan Rakyat.

(3) Pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi-dasar-bagi Deputi

,Bidang Koo:rdinasi Fer'lindungan Sosial dan Perumahan Rakyat' Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk mengaiukan usulan penyediaan

dana kepada Direkiur Jenderal Anggaran'

(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' Direktur 
-fenderal

Anggaran menerbitkan Suiat fenetapan Satuan Anggalan Per Satuan Ke{a (SP-

SAPSK).

(5) SP-SAI€K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disa4paikan secara tertulis

kepada Dilektu"r Jenderal Perbendiharaan dan Deputi Bidang Koordinasi

Peilittdungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementedan Koordinato:r Biddng

Kesejahteraan RakYat.

(6) Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimali -dimaksud 
pada ayat,(A)' Deputi Bidang

Kooldinasi Per'lindungan Sosial dan Pemmahan Rakyat' Kementerian

Koordiaatol Bidang KJseiahtelaan Rakyat selaku Kuasa Pengguna Anggaran

men)rusun ko.r"i Daitu' Isian Pelaksanaan Anggaran {DIPA) dan

rnenyampaikannya'secara teltulis kepada Direktur Jenderal Perbendahalaan'

(7) Direktur Jenderal Pelbendahardan melakukan pengesahan atas DIPA

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai peraturan perundang-undangan'

(8) OIP,i yang telah mendapat pengesahan sebaqaimana dimaksud pada ayat (7)

menjadi d*"t 
';"i;i;;;; 

p"ttir'uyutu" sub"sidi naya Perawatan Beras dan

Subsidi Pangan Program RASKIN'

Pasal 9

(1) Deputi Bidang Kbordinasi. feLlldulpl Sosial dan,Perumahan Rakyat'

Kernenterian Koor.dinutol. Bidang I(esejaiteraan Rakyat selaku Kuasa Pengguna

Anggalan menerbitkan keputusan untuk menunjuk:

a. Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang

mengakibatk-a? pt-tgJouu'l uttgglt!1 b5f*p Subsidi Biaya Perawatan Beras

dan Subsidi Pangurr Ptogr* RASKIN; dan

b' Pejabat yu,lg iibo{ i"*"'*''g untuk melakukan pengujian terhadap

Pefmintaan 
'pembayaran 

dan rnenandatangani Surat Perintah Membayar

fsplr4l "tt 
rf 

tp"*Uly"t"" 
Subsidi Biaya Periwatan Beras dan Subsidi Pangan

' 
Program RASKIN'
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Salinan Keputusan sebagaimana dinraksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku
I(uasa BendaJrara Umum Negara.

Pasal l0

Perusahaan Umum (Perum) BULOG mengajukan tagihan Subsidi Biaya
Pelawatan Beras dan Subsidi Pangan Program RASKIN kepada Deputi Bidang

Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyal Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Kuasa Pengguna Anggaran'

Berdasarkan thgihan Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Koordinasi Per'lindungan Sosial ,dan
Pei'umahan Rakya! I(emelrterian Koordinator Bidang Keseiahteriran Rakyat

selaku Kuasa Penggr.rna Anggaran menugaskan Tiin verifikasi untuk melakukan

verifikasi terhadap dokumenLgihan Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi

Pangan Plogram RASKIN.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi

Bidang Koordinasi Ferfindungan Sosial dan Pemrnahan Rakyat, Kementerian

KoordLatol Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Kuasa Pengguna Anggaran'

Verifiliasi sebagaimana dim;lcud pada ayat (2) dilakukan terhadap Dokumen

Subsicli Biaya P-erawatan Beras dan i)okumen Subsidi Pangan program RASKIN'

Dokumen Subsidi Biaya Pelawatan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

teldili dari:

a. laporan realisasi persediaan lata-rata beras yang ditandatangani oleh pejabat

yang berwenang dari inasing-masing Divisiltegional;

b. iupo"ru., rekapitrllasi realisasi komponen subsidi biaya perawatan beras yang

diiandatangani oleh pejabat yang berwenang dari rnasing-masing Divisi

Regional; dan
... lup"orurr realisasi biaya manajemen kantor pusat. dan realisasi pengadaan

o6ralatan clan obat-obatan untuk fumigasi, sprnying dan teprocessing bens

i^"S diir.a""ngani Direktur Keuarigan Perusahaan Umum (Perum)

BULOG.
Dokumen Subsidi Pangan Program RASKIN sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) terdiri dari:

a'SuratPerrnintaanalokasiRASKINdariPemerintahDaerahsete4pati
b. Rekapitulasi Berita Acara serah terima RASKIN yang ditandatangani.olell

pejabat yang belwenang dari Divisi Regional/Sub Divisi Regional Pemerintah

kabupa"ten/fota serta saksi/ tim RASKIN daerah;

c. netapitnlasi deliaery orcler perryalulan -RA?Klll 
y.anC telah ditandatangani

oletr pqabat Uvisi Regional/Sub Divisi Regional setemFat'

Dokumen yang dirnaksud pacla ayat (5) dan ayat (6) dilengkapi dengan-Surat

f"*V"*"tJ f#ggwrgjawahMutlak yang *enyat"L:t btY" Perusahaan lJmum

(Perum) BULOC belt#ggung jawab-secira forrnl dan material'

Hasil verifikasi subsidi biaya Pelawatan beras dan .subsidi 
pangan -ploCf-

iiaFffN sebug.i*unu dimansua pada ayat- -(4) 
ditandatangani -tl"h lyt

Velifikasi selaku verifikator clan Pe'rusahaan Umum (Perum) BULOG selaku

pihak yang diverifikasi.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Hasil veiifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya dituangkan
dalam Beritd Acara Verifikasi Biaya Perawatan Beras atau Berita Acala Verifikasi
Subsidi Pangan Program RASKIN yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran/Penanggung Jawab kegiatan selaku verifikator dan Perusahaan
Umum (Perum) BULOG selaku pihak yang diverifikasi

Berita Acara VeriJikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan salah

satu persyalatan pencailan dana Subsidi Biaya Perawatan Beras atau Subsidi

Pangan Proglam RASKIN.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cala dan prosedur verifikasi ditetapkan

oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 11

Berdasarl<an Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 10 ayat

(9) selta kuitansi pembayaran, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

if i f," f b merierbitkan dan menyampaikan SPM kepada Di'ektur ]enderal

i'elbendahuruutt cq Dfuektu Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendatrara

Umum Negara.

Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktul Pengelolaan

Kas Negala menerbitkan Sulat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Tata cata pencairan dana Subsidi Biaya Ferawatan Beras dan Subsidi Pangan

Program haSXIttt dilaksanakan seiuai ketentuan Peraturan pertndang-

undangan.

Pasal 12

Subsidi Biaya Perawatan Betas dan Subsidi Pangan Plggram RASKIN yang

belum dapai dibayarkan sarnpai dengan akhir Desember 2008 sebagai akibat dari

belum dapat clilakukannya veriIika"si atas dokumen sebagaimana 4imaksud

a"i"* p"il 10 ayat (5) han ayat (6), ditempatkan pada Rekening Cadangan

i.i"iai-ti"uti, Sekice' Obligation 6fdcii t"""ui ttetentuan peraturan perundang-

undangan.

Penempatan dana pada Rekening Cadangan. Subsidi/ Puhlir' Semice Obligation

iflOl JAr"g"l*arn iimaks.rd padl ayat (r)ipaling- trng^gt sebesar sisa pagu DIPA

Ltot Uutt".,;u Subsidi Biaya Perawatan Blras dan Subsidi Pangan Program

RASKIN.

Pencairan dana pada Rekening Cadangari Subsid i/ Public Seraicz Obligation (PSo)

;;;;;;ilaksud pada" ayat (2-) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan Pemndang-undangan'

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dal'am peraturan

;;;;-;":dangan 
"sebagaimana dimaksud p ad'a ayat (3)' pencairan dana

iJurrnurt's.ruuidi"Biaya PJrawatan Beras danf atau Subsidi Pangan Progr-am

il;iifr ilk ;;;uil1ut,tu", maka dana tersebut-harus langsung disetofl€n

i* ru" Itl"g""u 
"eGgai 

penedmaan negala bukan pajak'

(10)

(11)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN. DAN AUDIT
SUBSIDI BIAYA PERAWATAN BERAS DAN SUBSIDI PANGAN PROGRAM RASKIN

Pasal 13

(1) Kuasa Pengguna Anggalan bertanggung jawab sepenuhny a atas penyalutan
dana Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program RASKIN dari
Kas Negala kepada Pemsahaan Umum (Perum) BULOG.

(2) Perusahaan Umum (Pel:m) BULOG berbrnggrmg iawab sePenuhnya atas penggunaan

<lana Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program RASKIN'

Pasai 14

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian

Kooldinatol Bidang Kesejahtoraan Rakyat selaku Kuasa Pengguna loggut*t
menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai keteirfuan perundang-undangan'

Pasal 15

(1) Perusahaan Umum (Perum) BULOG waiib menyampaikan laporan realisasi

kegiatan operasionaf yang riremuat laporan jumlah persediaan, pengadagn,

p"iyal-'a+ dan pendipatan hasil penjualan beras berikut biaya y-ang -timbul
sertaproyeksioperasi .sampaidenganakhir tahuruset iapt l iwuiankepada
Menter"i (.tung* .q Direkhrr Jenderal Anggaran, Menteri Negala Badan Us$a

Mil ikNegaracq,Deput iBidangRestrukfur isasir ] 'anPrivat isasi ,danMenter i
Koordinaior Bidang 

- 
Kesejahter-aan Rakyat cq. Deputi Bidang Koordinasi

Perhndungan Sosial dan Pelumahan Rakyat'

\2)

(3)

Perusahaan Umum (Perum) BULOG wajib menyampaikan lapolan realisasi

operasional tahr.rnan liepada Me.te.i Keuangan.cq' Direktur Jenderal Anggaran'

Irienteri Negara Baclan Usaha Milil< Negara cq Deputi Bidang Restmkturisasi

dim Privatisisi, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat cq' Deputi

Bidang Koordinasi Pbr'lindungan Sosial dan Perumahan Rakyat' paling lambat

pada b'ulan Malet tahun anggaran beli.kutnya

Bank pembeli kredit Perusahaan Umum (Perum) BULOG wajib lelyampaikan
Lpor# p"t yut rran kredit bagi Perusahaan ,(Perum) 

BULOG setiap

t i*t* i."puaa Menteli KeuJngan cq Direktur Jenderal Anggaran' Menleri

N"guru Budut Usaha Milik NJgu* 
"q' 

Deputi Bidang Restruktutisasi dan

Priiatisasi, Menteli Koordinatol Bldang Keselahteraan Rakyat cq' Deputi Bidang

Koordinasi Perlindungan Sosial dan Ferumahan Rakya! dan Dfuektur Utama

Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan bank pemberi kredit wajib

*"tf"*puif.r" rekening kor:an biaya operasi Perusahaan lJmum (Perum)

eulJoc,iuporurl realisasi penarikan kredit serta hasil penerimaan dan penjualan

komoditi jabah/beras P6rusahaan Umum (Perum) BULOG setiap triwulan

kepada Mlnteri Keuangan cq. Direktur lenderal ,|nqgaran' 
Menteri Negaia

Badan Usaha Milik Negala .q bept'ti Biclang Restrukturisasi dan Privatisaei' dan

Menteri Koordinator nidang i<esqalrteraan iakyat cq' Deputi Bidang Koordinasi

Perlindungan Sosiai dan Perumahan Rakyat'

(4)



(5)

W
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Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan bank pemberi kr.edit wajib
menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi serta laporan realisasi
hasil penerimaan dan penjualan komoditi gabah/beras Pemsahaan Umum
(Pemm) BULOG secala keseluruhan pada setiap akhir tahun anggaran kepada
Menteri Keuangan cq; Direktul Jendelal Anggaran, Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara cq. Deputi Bidang Restru.kturisasi dan Pr{vatisasi, Menteii Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat cq. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial
dan Per umahan Rakyal dan Ketua Badan Pemeriksa I(euangan.

Pasal 16

Subsidi Biaya Petawatan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Subsidi
Pangan Program RASKIN sebagaimana dimaksud.dalam Pasal7 ayat (4) diaudit oleh
auditor yang berwenang sesuai dengan ketmtuan peraturan perundang-undangan.

Batas maksirnum Harga Pembelian Belas oleh Pemerintah kepada Perusahaan
Umum (Perum) BULOG yang dipergunakan dalam pelaksanaan audit Subsidi
Pangan Proglarn RASKIN sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) ditetapkan
sebesal Rp.4.700,00 per Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayqt (1).

Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada riyat (1) disampaikan kepada
Deputi Bidang Koordinasi .Pellindungan Sosial dan Perumahah Rakyat,
Kementerian Koordinator Bidang Keseiahtelaan Rakya! Dircktur Jenderal
Anggaran, dan Direktur fenderal Perbendaharaan.

Apabila berdasarkan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
dinyatakan bahwa jumlah dana subsidi Biaya Perawatan Beras dan/ atau subsidi

Pangan Program RASI{N yang ditanggung Pemelintah lebih kecil dari jumlah

yan; teiah iibayalkan Pemerintah pada satu tahun anggarary maka kelebihan

p"ttibuyu.* dimaksud merupakan Penerimaan negara bukan paiak yang harus

disetorkan oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG ke Kas Nega-r'a'

Apabila berdasarkan laporan hasil audit. sebaghimana dimaksud pada ayat (3)

dinyatai<an bahwa terdipat kekurangan Pembayaran-Subsidi Pangan PtgSram

RAiKIN dali Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG !'ada -:atu
tahun anggaran, maka kekurangan Pelnbayaran dimaksud dapat diusulkan

untuk diilggar*an dalam Anggaran PendaPatan dan Belanja Negara atali

Anggaran P#dapatan dan Belanji Negara-Perubahan tahun anggaran berikutnya'

(i)

(2)

(3)

(4)

(s)

BAB ViI

KETENTUAN I-AIN-LAIN

PasallT

Setiap pendapatan Perusahaan Urrrurn (Perum) BULOG' baik yang berasal dari

p"rrg"toi^utt kredit perbankan Perusahaan Umum (Pen-rm) BULOG mauPun yang

ter#al duri pencairan Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program

RASKIN, harus langsung disetorkan kepada balk pemberi kredit sebagai pembayaran

kembali kredit dan 6ung-a kredit pelbanian Perusahaan Umum (Perum) BULOG'
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BAB V]II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Apabila dalam tahun anggaran 2009, Pemelintah tetap membedkan penugasan kepada
Perusahaan Umurn (Perum) BULOG untuk melaksanakan pengelolaan persediaan.
distribusi, dan pengendalian har$a beras, maka Pelaturan Menteri Keuangan ini dapat
dijadikan dasar dalam pelaksanaan penugasan tersebut sampai dengan ditetapkarmya
PElaturan Menteri Keuangan yang baru yang mengatur mengenai : Penugasan
climaksud untuk tahun anggatan 2009.

BAB IX

. KETENTUANPENUTUP

Pasa[ 19

GuIa membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pemantauan dan monitoring

pelaksanaan penugasan Pemerintah berdasarkan Peratulan Menteri l(euangan ini.

dapat dibenh.rk Tim.

Pasal 20

Peraturan Menteli Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

mempunyai daya laku sulut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008

Salinan Peraturan Menteri Keuangan ini drsampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Gubernur Bank indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonornian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Menteri Perdaganga$
6. Menteri Pertanialr;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
10. Direktur Jenderal l4nggaran Departemen Keuangan;

11. Direktur Jenderal Pelbendaharaan Departemen Keuangan;

12. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan;
13. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangary
14. Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
15. Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) BULOG'

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Umum

Ditetapkan fi Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2008

MENTERI KEUANGAN
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SRI MULYANI INDRAWAII

T.U. lepartemen
b.


